
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 4  TAHUN 2013

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2012 dan Pasal 71 Ayat (7) Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta untuk 
meningkatkan perekonomian masyarakat guna 
meningkatkan kesejahteraan perlu menyertakan modal 
kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Padang 
Pariaman;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air 
Minum Kabupaten Padang Pariaman;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah;

2.

3.

4.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2387);

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai  (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3898);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang 
Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4187);

5.Undang-Undang…



5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber 
Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4377);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang  
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Undang undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4756);

12.

13.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3164);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang 
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4490);

15.Peraturan…



15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan 
Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4575);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609); sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 
Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4855);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614);

20. Peraturan Pemerintah Nomor  38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 
2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan   Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 16  
Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah;

Dengan…



Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

dan

BUPATI PADANG PARIAMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PADANG 
PARIAMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintah daerah.

3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD  adalah Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

5. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh 
Pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 
dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka 
menyelenggarakan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang 
termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak 
dan kewajiban daerah tersebut.

7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban 
dan pengawasan keuangan daerah.

8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah 
kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas 
melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum 
Daerah.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang 
Pariaman.

10.Penyertaan…



10. Penyertaan modal Daerah adalah setiap usaha dengan menyertakan modal 
Daerah pada suatu usaha bersama dengan Pihak Ketiga dan atau
pemanfaatan modal Daerah oleh Pihak Ketiga dengan susatu imbalan 
tertentu.

11. Penanaman modal permanen adalah penanaman modal secara berkelanjutan 
tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

12. Aset daerah adalah semua kekayaan yang berwujud yang dimiliki dan atau 
yang dikuasai daerah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta 
bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat 
dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang.

13. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BUMD adalah 
badan usaha yang seluruh modalnya berasal dari aset daerah yang 
dipisahkan.

14. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat dengan PDAM 
adalah Perusahaan Daerah Air Minum Padang Pariaman.

15. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat dengan SPAM 
merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana 
dan sarana air minum.

16. Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum adalah kegiatan yang bertujuan 
membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan 
non fisik (kelambagaan, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk 
melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan 
yang lebih baik.

17. Direksi adalah direksi Daerah Air Minum Padang Pariaman.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan modal dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada 
masyarakat serta menumbuhkembangkan potensi daerah dalam rangka 
meningkatkan pendapatan asli daerah.

Pasal 3
Tujuan Penyertaan Modal yaitu:

a. penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan 
kepada masyarakat, meningkatkan pertumbuhan perekonomian dalam 
rangka menciptakan lapangan usaha, lapangan kerja dan peningkatan 
pendapatan asli daerah.

b. untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, 
penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip 
ekonomi perusahaan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

c. penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan 
kinerja PDAM yang efektif, efisien dan profesional.

BAB III…



BAB III
BENTUK DAN BESARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

(1) Sumber dana penyertaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah.

(2) Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang kas dianggarkan dalam 
APBD.

(3) Penyertaan Modal modal lainnya berupa kegiatan proyek SPAM

Pasal 5

(1) Akumulasi penyertaan modal sampai dengan tahun 2012 pada PDAM 
sebesar Rp 12.237.451.187,43 ( dua belas milyar dua ratus tiga puluh 
tujuh juta empat ratus lima puluh satu ribu seratus delapan puluh 
tujuh rupiah koma empat puluh tiga) dengan rincian sebagai berikut:

a. Penyertaan modal berbentuk uang sebesar Rp Rp 4.616.786.899 
(empat milyar enam ratus enam belas juta tujuh ratus delapan 
puluh enam ribu delapan ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah) 
dengan rincian sebagai berikut :

1) s/d Tahun 1996 : Rp 2.842.986.899,00 (dua milyar delapan ratus 
empat puluh dua juta Sembilan ratus depalan puluh enam ribu 
delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

2) Tahun 2006 : Rp 1.773.800.000,00 (satu milyar tujuh ratus tujuh 
puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

b. Penyertaan modal berbentuk barang (aset) sampai dengan tahun 
2006 sebesar Rp 7.620.664.288,43 (tujuh milyar enam ratus dua 
puluh juta enam ratus enam puluh empat ribu dua ratus delapan 
puluh delapan koma empat puluh tiga rupiah).

(2) Pada tahun 2013 dianggarkan penambahan penyertaan modal sebesar 
Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)

(3) Penanaman modal pada PDAM bersifat permanen.

Pasal 6

Penambahan penanaman modal diambil dari tahun anggaran 2013 sampai 
dengan tahun 2017.

BAB IV

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 7

(1) Pelaksanaan penyertaan modal oleh PDAM dipergunakan untuk 
Pengembangan SPAM Kabupaten Padang Pariaman.

(2) Terhadap pembebasan jalur pipa transmisi dan distribusi, lahan yang akan 
dibebaskan sebagaimana tertuang dalam ringkasan program 
pengembangan PDAM tidak boleh dipindahtangankan tanpa izin Bupati.

Pasal 8

(1) Penggunaan dana penyertaan modal yang melibatkan kerjasama dengan 
pihak ketiga, sepenuhnya menjadi kewenangan PDAM.

(2)Dalam…



(2) Dalam hal PDAM menyalahgunakan dan penyertaan modal tidak sesuai 
sebagaimana ayat (1), maka segala akibat hukum atas penyimpangan 
tersebut, sepenuhnya menjadi tangungjawab Direksi PDAM.

Pasal 9

Proses pencairan dana penyertaan modal daerah kepada PDAM dilakukan 
oleh PPKD atas nama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, sesuai 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Perundang-
undangan lainnya.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

(1) Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berhak memperoleh bagian laba 
usaha dari PDAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) PDAM berhak mendapat dukungan berupa modal usaha, sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Pasal 11

(1) Pemerintah daerah berkewajiban memberikan penyertaan modal usaha 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

(2) PDAM berkewajiban mengelola modal usaha yang diserahkan oleh 
pemerintah daerah berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan 
dengan menggunakan sistem akuntansi yang berlaku.

(3) PDAM berkewajiban memberikan bagian laba usaha yang menjadi hak 
pemerintah daerah dan menyetorkannya kepada Kas Daerah.

(4) Besarnya bagian laba usaha yang menjadi hak Pemerintah Daerah sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 12

(1) Laporan pelaksanaan kemajuan pekerjaan dan penyerapan penyertaan 
modal daerah dilaporkan secara periodik dalam laporan semester dan 
tahunan kepada Bupati dan DPRD.

(2)Laporan pelaksanaan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) sebagai bahan evaluasi dan bahan pertanggungjawaban 
tahunan pemerintah daerah atas pelaksaan APBD.

(3) Bentuk laporan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13
Bilamana PDAM tidak memberikan laporan keuangan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12 dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-
undangan.

Pasal 14…



Pasal 14

Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat berupa:

a. Sanksi Administrasi;
b. Sanksi Pidana/Perdata.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan umum terhadap 
Perusahaan Daerah Air Minum dalam rangka meningkatkan dayaguna 
dan hasilguna perusahaan daerah sebagai alat kelengkapan Otonomi 
Daerah.

(2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawsasn sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu oleh Dewan Pengawas PDAM 
yang diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

(3) Apabila hasil pembinaan dan pengawasan umum/fungsional terdapat 
rekomendasai yang perlu ditindaklanjuti dapat dilakukan pemeriksaan 
oleh instansi lain sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tangggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 18 Maret 2013
BUPATI PADANG PARIAMAN,

     
                    dto

       ALI MUKHNI

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 18 Maret 2013    
         SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

   dto

   MAWARDI SAMAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2013 NOMOR 4  



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH  KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NOMOR 4  TAHUN 2013

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

I. UMUM

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan 
bertanggung jawab serta untuk mendukung terlaksananya pembangunan di 
segala bidang agar sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu dilakukan 
langkah-langkah untuk menghimpun dana dengan cara mengggali sumber-
sumber pendpatan yang ada di Daerah sehingga tercapai peningkatan 
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Priaman.

Guna mewujudkan peningkatan Asli Daerah dimaksud, maka perlu 
dilakukan usaha menambah, membina dan memupuk sumber pendapatan 
daerah melalui usaha penyertaan modal daerah pada Perusahaan Daerah Air 
Minum Kabupaten Padang Pariaman.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Modal 
Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pdang Pariaman.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

          Cukup jelas

Pasal 2

         Cukup jelas

Pasal 3

         Cukup jelas

Pasal 4

         Cukup jelas

Pasal 5

         Cukup jelas

Pasal 6

         Cukup jelas

Pasal 7

         Cukup jelas

Pasal 8

         Cukup jelas

Pasal …



Pasal 9

         Cukup jelas

Pasal 10

        Cukup jelas

Pasal 11

         Cukup jelas

Pasal 12

         Cukup jelas

Pasal 13

         Cukup jelas

Pasal 14

         Cukup jelas

Pasal 15

         Cukup jelas

Pasal 16

         Cukup jelas
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